KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul

Tanggal
Surat Kabar
Halaman

. Periksa saksi DPR wajib seizin Presiden
: Sabtu, 18 November 2017
: Media Indonesia

Dertka Seks DPR W S Presden

MK tidak membentuk legal policy

baru terhadap UU MDS3 terkait dengan
pemanggilan anggota dewan dalam Sebuah
Kasus. MK hanya mengubah izin Mahkamah
Kehormatan Dewan (MKD) menjad: zin

tertulis presiden.

Richatoo Y Hemianop
richaldo@medizindonesio.com

ERUJUK pada putusan

MK 76/PUL-SI12014,

seharusnya pemang:

gllan terhadap ang-

gota DR terkalt dengan Kasus hu-

um atau penyidikan harus melalui
ersetujuan tertuls presiden.

Namun, ketentuan itu tidak

“erlaku apabila anggota DPR

tertangkap tangan melakukan tin-
(ak pidana, disangka melakukan
tindak pidana dengan ancaman

hukuman seumur hidup, dan di
sangka melakukan tindak pidana
Khusus seperti korupsi maupun
terorisme,

Jurubicara Mahkamah Konstitu-
si Fajar Laksono menyatakan MK
tidak membentuk legal policy baru
terhadap Undang-Undang MPR,
DPR, DD, dan DPRD (VU MD3) ter-
ait dengan pemanggilan anggota
(ewan dalam sebuah kasus. MK
hanya mengubah izin Mahkamah
Kehormatan Dewan (MKD) men-
jad zin tertulis presiden.

“Tindak pidana khusus kan

ada korupsi, ada terorisme, ada
psikotropika, dan Jain-ain, Kalau

bacaan saya, kalay anggota DPR

yang dipanggil yang dimintai ke-
terangan dan disangka melakukan
tiga hal iu, tidak perlu izin pres:
den,” ucap Fajr,

Dengan demikian, Fajar meng-
aku tdak ada masalah mengenai
status darf anggota dewanitu. Di
tinya juga member’ contoh kasus
pada saat mantan Ketua MK Akl
Mochtar terkena kasus korupsi

Padasaat tu, hakim MK lainnya
dipanggl sebagai saksi oleh KPK.
Padahal dalam Undang-Undang
MK tertulis, untuk tindakan poli
sionil, hakim Konstitusi membu-
tuhkan izin presiden.

“Tetapi, MK kemudian melang-
gar undang-undang untuk alas-
an membantu sepenuhnya KPK
mengungkap kasus u. Jadi waktu
it MK pun enggak ngotot me-
minta izin presicen. Ya sudahlah,

ini demi komitmen terhadap
pemberantasan korupsi terhadap
pengungkapan kasus korupsi di
MK, ya sudah hakim MK dengan
komitmen itu akan datang meski-

" pun tanpa izin dari presiden.”

Mengecam

Organisasi Alians] Advokat Ne-
sionalis (AAN) mengecar langkah
Koalist Masyarakat Sipil Antiko-
rupsi yang terdiri dari YLBHI,
Kontras, ICW, LBH Pers, PBHI,
Truth, TIL Pemuda Muhammadi-
yah, dan GAK yang melapor-kan

pengacara Setya Novanto, yakni,

Fredrich Yunadi. Menurut AAN,
advokat memiliki imunitas da-
lam menjalankan tugas membela
Kliennya. Pendiri AAN, Hudson
Markiano, mengatakan imunites
itu dituangkan dalam UU Nomor
1 Tahun 2003 tentang Advokat
Dalam Pasal 6 dinyatakan ad-
vokat tidak dapat dituntut balik

secara perdata maupun pidana
dalam menjalankan tugas profe-
sinya dengart kitkad hak untuk
kepentingan pembelaan Klien di
sidang pengadilan.

“Kami tegaskan, bahwa tidak
baleh advokat dikfiminalisasi, t-
dak boleh dibungkam, dan tidak
boleh ada upaya pembungkaman.
Kalau advokat membela klien, itu
sah-sah saja. Berbagai strategi
akan dilakukan, sepanjang itu
masih hisa dipertanggungjawab-
kan secara hukum, why not," jar
Hudson.

Namun, dirinya juga mengem-
kakan bila memang ada advokat
yang dianggap merugikan atau
tidak sesuai dengan kode etk ad-
vokat, advokat tersebut bisa saja
(ilaporkan ke komite etk.

Advokat juga dapat dlaporkan
ke pihak yang herwaiib karena
sikap atau tutur katanya sehingga
tidak kebal hukum. (Dro/P-2)
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